
ilIOTA I{E$EFAHAITAH

ANTARA

SEKOTAH TINCGI TEKNOLSGI STTKMA INTERSI{ASIONAL

DENGAN

$EKOLAH TINGGI ILMU SOSIAT DAN IIMU FOLITIK
WIRABHAKTI

TENTANG

TBI DHARMA PERGI,JRUAN TINGGI ,

NOMOR : 078/A-STIKMA./I$/E/V 112026
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Pada hari ini, Rabu, tanggal 17luni 2026 tahun dua ribu dua puluh *u* bertempat di
Malang, telah ditandatangani Nota Kesepahama& yang bertanda tangan di bawah ini:

1". Taufik Rachmary

S.Kom, M.T.

2. Dr. I Wayan Sugiartana,
$.T, M.M.

Paraf PIHAK PERTAMA:

fulajubrya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri
disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk
melakukan keriasama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikuh

Pasal 1

Maksud danTujuan )

Maksud Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam pelaksaqraan kerja sama
yang akan dibuat oletr PARA PIHAK sezuai dengan lingkup Kesepahaman.
Kesepahaman ini bertujuan untuk mendayagundcan potensi dan zumber daya
PARA PIHAK sebagai mitra secilra optimal guna menuniang pelaksanaan
kegiatan dan peran sing berdasarkan atas kerja sama yang saling
menguntungkan

{1)

(2)

: Kehra $ekslah Ti*ggi Teknologi STIKMA
Internasianal, yang berkedudukan di ]alan
Tumenggung Surya 37 Malang dalam hal ini
bertindak untuk dan atas Sekotah Ting# Teknologi
STIKMA Internasional yang selaniuhrya disebut
PIHAKFERTAMA"

: Ketua Sekolah Tingg,l Ilmu S*sial Dan Ilmu Politik
Wira Bhakti, yang berkedudukan di ]alan Cempaka d

Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama kkclah Ting# ilmu Sasial Dan [[mu Politik
Wira Bhak4 yans selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.
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(1)

Pasal I
RuangLin*up

Ruang lingkup Kesepahaman ini mehputi:
(1) Pendidikan;

{2} Penelitian;
(3) Pengabdian Kepada Masyarakag
(4) Publikasi llmiah;
(5) Kegiatan Benchmarking; dan
(6) Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

Felaksanaan
Pelaksanaan tiap ruang li.gkop Kesepahaman akan diatur lebih lanjut dengan
Perianjian Kerja Sama tersendiri dengan tetap perpedoutan pada Kesepahaman ini.
Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

IangknWaktu
Kesepahaman ini berlaku untuk iangku waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diperpaniang sesuai dengan kesepakatan
PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan atau pengalihiran Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis
kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu nga (3) bulan sebelum
Kesepahaman iniberal*rir dan atau diakhiri.

Pasal 5
. Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini. menjadi
jawab PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam Perianjian Kerja

Sama.

Pasal 6
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Setiap HKI yang dihasilkan dalam peliaksanaan keria sama berlandaskan
Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri 6leh PARA PIHAK
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
Apabila salah satu pihak akan melakukan publikasi data dan atau infonnasi y*g
menjadi rahasia dari pelaksanaan Kesepahaman ini maka PARA PIHAK harus
saling i dan mengizinkan brlebih dahulu.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Pasal 7
Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Kesepahaman ini beserta
pelaksanaannya lebih Ianiut harus disampaikan secara terhrlis dan ditandahngani oleh
pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Telcrologi STIKMA Intemasional
Alamat : Ial4I Tumenggung Suryo 37, Malang
Telepon : (O*tt) 4#7819
Email : info@tikma.ac.id

PIHAK KEDUA
Sekolah Tirgg llmu Sosial Dan Ilmu Politik Wira Bhakti
Alamat : ]alan Cempaka 6Denpasar
Telepon : (0361) 235m8
Email : infoOstispolwb.ac-id

Pasal I
Keadaan Kahar (F orce Maj earcl

(L) Dalam keadaan kahar (forcemajeure), Kesepaham€rn ini dapat diperpaniang dengan
jangka waktu force majeure tersebut berlangsung dan PIHAK yang mengalami
wajib memberitahukan s€cara tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya
7x24 ja;r:. seiak keadaan tersebut teriadi.

(2) Peristiwa yang dimaksud dengan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain bencana alam, banju, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan,

Perang saudara, hum hara, darVatau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
yang tidak memungkinkan terlaksananya Kesepahaman ini.

(3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dmi force majeure atau
menyebabkan tidak terlaksananya Kesepahaman ini akan diselesaikan secara

' musyawarah oleh PARA PIHAIC

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama
atas dasar Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musya*arah dan mufakat
dengan sebaik-baiknya antara PARA PIHAK.

Paraf FIHAK PERTAMA:
lr
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(1)

(2)

Pasal 10

Ketenfuan Penutup
Perubahan danL/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam
Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam
Perjanjian Tambahan (sdilendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup
dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA:

PIHAKPERTAMA
Sekolah Tinggp Teknolagi

PIHAKKEDUA
$ekalah Tingp IImu $osi*l Dan llmu Politik
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